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MOTTO 

KONSEPnya adalah bahwa Anda harus mendapatkan PERJANJIAN 

DENGAN KONTRAK dan Anda TAHU bahwa mereka TIDAK 

akan merespons. Jadi cara Anda akan mendapatkan kontrak adalah 

melalui NOTARIS PUBLIK melalui proses menunjukkan prosedur 

administrasi kepada pihak yang tepat dan KEGAGALAN mereka 

untuk merespons dan kemudian Anda harus menyerahkan hasil akhir 

bukti kontrak itu. dengan pihak PROPER Dengan PETISI di SISI 

PRIBADI untuk mendapatkan PENGAKUAN. 

(Jack Smith) 

Masing-masing dan setiap NOTARIS memainkan peran PENTING 

dalam memerangi PENCURIAN IDENTITAS. Mereka berfungsi 

sebagai GARIS DEPAN pertahanan kita dan publik lebih AMAN 

karena pekerjaan yang mereka lakukan. 

(Ken Salazar) 
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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS 

PENGGANTI DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA 

Endah Wirastutik 

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

Akta yang dikeluarkan atau dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang 

sempurna harus memiliki unsur kesempurnaan baik dari segi materiil maupun 

formil, dengan demikian seorang Notaris wajib bertanggung jawab atas akta yang 

telah dibuatnya. Jika akta yang dibuat tidak seperti ketentuan yang telah diatur 

dalam Undang-Undang, maka akta tersebut akan cacat secara yuridis dan 

mengakibatkan akta tersebut kehilangan otentikan dan batalnya akta tersebut. 

Cacatnya suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris bertanggung jawab dan 

akan dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak yang dirugikan. 

Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana keabsahan akta yang 

dibuat dihadapan Notaris Pengganti berdasarkan hukum di Indonesia; dan 2). 

Bagaimana pertanggungjawaban akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti dalam 

melaksanakan jabatannya. 

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual 

(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan 

pendekatan komparatif (comparative approach). 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akta yang dibuat Notaris Pengganti 

tetap sah, namun akta terdegradasi menjadi akta dibawah tangan karena Notaris 

Pengganti tidak mempunyai kewenangan sebagaimana dalam Pasal 15 UUJN, dan 

Notaris Pengganti tidak memenuhi Persyaratan pengangkatan dalam Pasal 33 ayat 

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Serta tidak 

memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sehingga 

menurut Pasal 1869 KUHPerdata akta menjadi akta dibawah tangan. Serta bentuk 

pertanggung jawaban Notaris Pengganti tidak hanya bertanggung jawab secara 

administrasi dan perdata, tetapi Notaris Pengganti juga bisa dikenakan 

pertanggung jawaban Pidana. 

 

Kata Kunci : Tanggung Jawaban; Akta; Notaris; Pengganti. 
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ABSTRACT 

ACCOUNTABILITY OF DEEDS MADE BY SUBSTITUTE NOTARIES IN 

CARRYING OUT THEIR POSITIONS 

Endah Wirastutik 

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik 

 

The deed issued or made by the Notary as perfect evidence must have an 

element of perfection both in material and formal terms, thus a Notary Public 

must be responsible for the deed he has made. If the deed made is not in 

accordance with the provisions stipulated in the law, then the deed will be 

juridically defective and result in the deed losing authenticity and voiding of the 

deed. The defect of an authentic deed can make the notary liable and will be 

subject to compensation sanctions that have been suffered by the aggrieved 

parties. The author raises two issues. namely: 1). How is the validity of the deed 

made before the Substitute Notary based on Indonesian law; and 2). How is the 

accountability of the deed made by the Substitute Notary in carrying out his 

position. 

In this research, the author uses normative legal research methods with 

three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and 

comparative approach. 

The results showed that the deed made by the Substitute Notary remained 

valid, but the deed was relegated to a deed under hand because the Substitute 

Notary did not have the authority as in Article 15 of the UUJN, and the Substitute 

Notary did not meet the appointment requirements in Article 33 paragraph (1) of 

Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to 

Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. And does not meet the 

conditions stipulated in Article 1868 of the Civil Code, so according to Article 

1869 of the Civil Code the deed becomes a deed under hand. As well as the form 

of responsibility, Notaries are not only responsible administratively and civilly, 

but Notaries can also be subject to criminal liability. 

 

Keywords: Responsibility; Deed; Notary; Substitute. 
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